PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA PANDALUNGAN

JL. Trunojovo No.: 73 Jember, Kode Pos 68137
Telp. (0331) 483509, 485421 Fax. 425462  e-mail : perumdam@tirtapandalungan.com

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PEGAWAI
Nomor ; B14.4/001/436 6272025

Pada har ini, Kamis tanggal dua bulan Januan tahun dua ribu dua piluh lima (02-01-2025) i Jember, masing - masing pihak yang

andatangan di bawah in|

e PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANDALUNGAN JEMBER

Daiam hal ini diwakil secara sah oleh MIF TAHUR RIDHD. S E |, salaky Dimakha Utama Perssahaan Umum Ciaerah Ale Minum Tida Pandalungan
Jamber, berdasarkan Sural Keputuzan Bupali ;Jembear Nomor: B8 4536711 1200177 1angoa 15 Aquatus 2072, selanjulnya berindak untuk dan
atas nama 2era mewakill Direkzi Parusahaan Umum Daerah Alr Minum Tita Pandalungan Jember yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 73

Kelurahan Kepatihan Kecamatan K aliwates Kabupaten Jamber, yang salanjulnya disebut sebagai FIHAK MAMNAJEMEN

MUHAMAD RIFQI BAGAS SETYAWAN, 5.H.

Berempat tinggal di

Tempat & Tanggal Lahir Jember, 04 Agustus 1996
Jenig Kalammn Laki - Laki

Agama ' |glam

No Idenhitas (K TP/SIM) - 35092 10408960002

- Perum. Gunung Batu FF-43, RT 003/RW.005, Kel, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember

Dalam hal ini bertindak atas nama dan kecakapan dirl sendir, selanjutnya disebut sebagal PIHAK PEGAWAI.

Menerangkan tefabih dahbuly

4 Bahwa PIHAK MANAJEMEN adalah suatu Badan Usaha
Milik Diaerah berbentuk Perusahan Umum Daerah Air Minum,
dan merupakan suatu perseman terbatas menurut Hukum
Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusaha
menurul Hukum Kelenagakenaan;

B. Bahwa FIHAK PEGAWAI adalah persecrangan yang
mengajukan permohonan tertulis untuk diberikan sualu
pekenaan dengan imbalan berupa upah untuk melaksanakan
perniah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan
kaahhannya.

Maka atas hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK seluju dan
sepakal untuk menundukkan dan mengikatkan difi dalam sualu
perkatan - penanjian kera wakiu lerftenty, dengan syarat-syaral
dan ketentuan-ketentuan sebagai berkut ;

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Definisi serta pengertian berikut menjadi acuan dalam perjanjian ini

yaitu -

1. Penanjan Kerja Waktu Tertentu disebut juga Kontrak PKWT
adalah kesepakatan tertulis yang dibuat diantara PIHAK
MANAJEMEN dan PIHAK PEGAWAI dengan jangka wakiu

ferientu yang memuat unsur pekernaan, penntah dan upah

menurut ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
2 Peraturan Perusahaan adalah kesepakatan terlulis antara

pekena dengan pengusaha yang mengatur serta melindungi
hak dan kewajiban kedua belah pihak dan termual dalam
Peraturan Perusahaan dan mengikat untuk Pegawai PKWT;

3. Ketentuan Perusahaan adalah aturan-aluran dan kaidah-
kadah yang memual penntah dan larangan serta leruang
dalam Peraluran Perusahaan dan ketetapan/kepulusan lerulis
pengusaha,

4. Syaral dan Kelentuan Kera adalah tala cara pelaksanaan
pekerjaan menurul Standar Operalion  Prosedur  yang
dietapran, dan atau sesual dengan pelunjuk danfalau arahan
bak lisan ataupun terulis, bak penntah langsung alau lidak
langsung oleh FPIHAK MANAJEMEN danfatau petugas lain
yang ditunjuk atau mendapal mandalefkuasakendali unluk
menjalankan perintah dan pekerjaan fu.

PASAL 2
HUBUNGAN KERJA

(1) PIHAK MANAJEMEN menunjuk dan menyerahkan suatu
pekerjaan ferfentu kepada PIHAK PEGAWAI dengan status
kekaryawanan PEGAWAI PKWT di Perusahaan Umum Laerah

Alr Minum Tita Pandalungan Jember, pada Diisi = SUM,

UMUM & PBJ (SUB DIVISI SOM),
(2) PIHAK PEGAWAI bersedia dan menerma penunjukan dan

penyarahan sualu pekenaan lertentu lersebut dalam ayat (1)
dan fugas insidentil lainnya, dengan penundukan dan

kepatuhan dalam lingkup hubungan kena.
(3) PARA PIHAK memahami dan menyalakan hubungan kerna

waktu tertentu ini telah sesuai menurul Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakenaan Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Peranjian Kerja
Waktu Tertantu, Alih Daya, Waklu Kera dan Waktu Istirahat,

dan Pemutusan Hubungan Kera.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan hubungan kerja
menurut perjanjian ini dalam perhitungan jangka waktu 1 (satu)
tahun, yaitu sejak tanggal 2 Januar 2025 s/d 31 Desember
2025, danfatau dalam kondisi tedentu didasarkan pada
penetapan PIHAK MANAJEMEN sesuai kondisi perusahaan.

(¢) Dalam hal jangka waktu tersebut telah berangsung dan
berakhir, maka PARA PIHAK memahami bahwa hubungan
kerja dianlaranya telah putus demi hukum,

(3) PIHAK MANAJEMEN dapat melakukan perpanjangan dan/alau
pembaharuan perjanjian kerja, kepada dan dengan perselujuan
PIHAK PEGAWAI, berdasarkan perlimbangan-pertimbangan
lententu, yallu kelersediaan formasi pegawai, usia produkti
pegawal, hasi evaluasi kinerja dan atau hal-hal lain yang
dlanggap dan diakui sebagai faklor penilaian kinerja pegawai

PASAL 4
UPAH, HAK LAIN DAN PEMBAYARAN
(1) Alas pekerjaan yang lelah dilakukan, PIHAK PEGAWAI
mendapatkan imbalan/upah berupa gaj sebesar  Rp.
2838642 - (dua juta delapan retus tiga puiuh delapan nbu
enam ratus empat puluh dua rupiah), yang dibayarkan di setiap
pariode bardasarkan ketentuan panggajian perusahaan.
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: . oda
Perhitungan har kerja dalam satu bulan dihitung secara Ty
o dengan konsekuensi bilamana PIHAK PEGAWAI tidak dapat

melaksanakan pekenaan lanpa win/perselujuan yand cah [Ldak
masuk kera sefain sakit dengan kelerangan Sural E'[Jll.lEF.]'
maka PIHAK PEGAWAI dikenakan pengurangan upahigaj

sebasar Rp. 30.000 - per han
(3) PIHAK PEGAWAI berhak mendapatkan upah lembur yang

pelaksanaan dan perhitungannnya dilakukan bermiasarkan
Ketentuan Perusahaan _
(4) Kerja lembur dilaksanakan berdasarkan Suratl Perinlah Kera
lembur (SPKL) dengan mendasarkan prnsp-prinsip kefja
lambur menurul ketentuan ketenagakenaan yang beraku

(5) Upah Lembur dapat diberikan kepada PIHAK PEGAWAI dalam
bentuk penghasian lainnya yang selanjulnya ditelapkan obeh
PiHAK MANAJEMEN dalam penetapan insentf untuk memacu
peningkalan kinena pegawal.

(5) Perawalan kesehatan dapal diberkan kepada PIHAK
PEGAWA| pada rumah sakil vang ditunjuk oleh Peruzahaan
dan/atau dilaksanakan dengan mengacu pada kelentuan dan
kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BFJS)
Kesshatan, dan sera penyelenggaraan pedindungan jaminan
sosial kesejahteraan pekena pada ketentuan dan kepeserdaan
Badan Fenvekenggara Jaminan Sosial (BFJS) Tenaga Kena.

(7} Tunm@ngan han rava keagamaan, pakaian dinas. banluan
kematian dan sera hak-hak lainnya yang dapal dierimakan
kepada PIHAK PEGAWAI| dengan mengacu dan mendasarkan
pada Ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan.

PASAL 5

TUGAS DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK MANAJEMEN akan memberkan pedoman feknis

pelaksanaan pekeraan kepada PIHAK PEGAWAI untuk
kemudian dipahami dan diaksanakan dengan tujuan agar
pelaksanaan tugas/pekenaan dapat benalan oplimat

(2) PIHAK PEGAWAI berkewajiban melaksanakan tugas/pekerjaan
yang dibenkan atau dietapkan oleh PIHAK MANAJEMEN
dengan bak dan penuh langgung jawab.

(3) PIHAK PEGAWAI berkewajiban mematuhi segala ketentuan
perusahaan, syaral dan kefentuan kena yang berlaku, serta
melaksanakan penniah balk langsung dan tidak langsung.

(4) PiHAK PEGAWAI diwajibkan memiliki integrtas dan loyalitas,
menjaga sikap dan penlaky sesuai pedoman periaku (code of
conguct) dengan tetap mengembangkan kreatifitas din atas hal
yang tidak berentangan dengan peraturan perundangan dan
menjaga hubungan industnal yang kondusit,

(5) PIHAK PEGAWAI bersedia untuk dpindahtugaskan pada Unit
Kerja/Unit Bisnis/Unit Usaha oleh PIHAK MANAJEMEN dengan

Surat Penetapan PIHAK MANAJEMEN.

PASAL 6
PHK DAN SANKS!
(1) Hubungan kerja diantara OIHAK MANAJEMEN dengan PIHAK

Al berakhi | |
Fiﬁhﬂanukn waklu perjanjan kerja berakhir,
B PIHAK PEGAWAI mengundurkan
meninggal

yang karenafnys

hubungan kera;
. PIHAK PEGAWAI melanggar Ke

kerja,
atau syaral dan ketenluan
0 PIHAK PEGAWAI meltanggar vetentuan perundangan
ang berlaku umum. |
(2) Dalam 1rlrm!g#-"l.w.'n.r{ PEGAWAI lidak melahﬂar!ahan pﬂhﬂqaen.r
dianggap ldak cakap meiaksanakan pekerjaan, _ﬂmlarbggﬂ
Ketentuan Perusahaan, syaral dan etenluan kerja dan/atau

- | dengan
uvkan tindakan/perbuatan lan yang bertentandgan
ﬁ:imn perundangan, maka PIHAK MANAJEMEN berhak

untuk | |
A. Memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis dan atau

memberikan peringatan, | |
B Mendapal penggantian kerugian alas heban/biaya
perusahaan yang dapat imbul;
C. Melakukan pengaduan dan/atau laporan kepada aparal

penegak hukum; |
D. Melakukan pemutusan hubungan kerja.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

(1) Atas hasi evaluasi kinerja PIHAK PEGAWAI dalam penode
lertentu, PIHAK MANAJEMEN memiki hak penuh untuk
melakukan pemutusan hubungan kerja, tidak melakukan
perpanjangan dan/atau pembaharuan hubungan kerja pada
penode benkutnya.

(2} PIHAK PEGAWAI tidak diperbolehkan meninggalkan pekeraan
dengan menyerahkan tanggung jawabnya kepada pihak fain.

(3) Hak, Kewajiban dan perihal lainnya tentang hubungan kefja
lersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Perusahaan
Perumdam Tirta Pandalungan Jember yang beraku, dan/atau
menunt ketentuan perundang-udangan lentang
kelenagakenaan yang beraku.

PASAL 8
PERSELISIHAN

(1) Apabila selama jangka waktu perjaniian ini terjadi perbedaan
penafsiran dan atau perselisinan paham diantara PARA PIHAK,
maka akan diselesakan terebih dahulu melalui musyawarah,
perundingan, dan atau melalui tata cara penyelesaian melalui
mekanisme hubungan industrial yang beraku.

(2) Bilamana penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak dapat diterima, maka PARA PIHAK berhak
untuk mengajukan perselisihan tersebut pada Pengadilan
Hubungan Industrial setempat.

Selelah PIHAK PEGAWAI membaca, memahami maksud dan isi, serta memahami penafsiran yang dimaksud oleh PIHAK MANAJEMEN dan
Kiausul yang lercantum daiam peranjian ini, maka selanjutnya PARA PIHAK membubuhkan landa tangannya di atas Materai pada bagian akhir

perjanjian ini.

PIHAK PEGAWAI

MUHAMAD RIFQI BAGAS SETYAWAN, S H.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANDALUNGAN JEMBERg |
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